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25 Februari 2025 

MEMORI BANDING Terdakwa “Muhammad Darda Alias Darda” selaku 

PEMOHON BANDING Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Watampone Klas IA Nomor : 358/Pid.Sus/2024/PN Wtp Tanggal 18 

Februari 2025 

 

Peraturan Perundang-Undangan  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations 

Convention Against Corruption 
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Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime 

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia KPK 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2025 Tentang 

Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi 

Saksi Pelaku 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi 

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama (Justice Collaborator) 

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala 

Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang 

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama 

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 6 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban 

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 5 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi dan Restitusi 
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Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 5 Tahun 2016 tentang 

Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 

Surat Edaran Jaksa Agung No. B-687/E/EJP/02/2012 tentang Penanganan 

Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana. 
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